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Kota Yogyakarta akan terus
berkomitmen dalam me-
ngawal kebutuhan masya-
rakat. Salah satunya kebu-
tuhan pemakaman terha-
dap ahli waris penduduk
Kota Yogyakarta yang me-
ninggal dunia. Hal ini seiring
landasan hukum atau regu-
lasi yang berhasil dituntas-
kan

Anggota Komisi C
DPRD Kota Yogyakarta ju-
ga juga menjadi Ketua
Panitia Khusus (Pansus)
Pembahas Rancangan
Peraturan Daerah (Raper-
da) Penyelenggaraan Pe-
makaman, Taufiq Setiawan,
regulasi tersebut sudah
berhasil disepakati bersa-
ma dalam sidang tertinggi
yakni rapat paripurna anta-
ra legislatif dan eksekutif
pada pekan lalu. "Harapan
kami begitu mendapatkan
nomor register maka bisa
segera ditindaklanjuti de-
ngan peraturan walikota
(perwal) sebagai petunjuk
pelaksanaannya. Ini karena
ada hal-hal teknis yang me-
mang perlu diperjelas mela-
lui perwal,” ungkapnya

Layanan pemakaman
merupakan salah satu ke-
butuhan infrastruktur yang
menjadi kewenangan Ko-
misi C. Terutama bersama
mitra kerja eksekutif yang
membidanginya yakni Di-
nas Pekerjaan Umum Peru-
mahan dan Kawasan Per-
mukiman (DPUPKP) Kota
Yogyakarta. Sebagian be-
sar anggota pansus pem-
bahas raperda tersebut ju-
9a duduk di Komisi C DPRD
Kota Yogyakarta. Dengan

Regulasi Tun

Salah satu TPU yang dikelola Pemkot Yogyakarta.

begitu, pengawasan dan
pengawalan terhadap pe-
nerapan regulasi dipastikan
dapat lebih optimal.

Taufig menjelaskan,
melalui Perda Penyeleng-
garaan Pemakaman maka
persoalan keterbatasan
lahan untuk kebutuhan pe-
makaman di Kota Yogya-
karta harapannya segera
ada titik temu. Terutama
dengan penerapan sistem
makam tumpang, digita-
lisasi administrasi hingga
pengadaan lahan baru. Hal
ini karena produk hukum

Rapat p:

daerah tersebut menjadi
solusi atas kebutuhan
layanan pemakaman di
tengah lahan yang sangat
terbatas. Terdapat lima
jenis tempat pemakaman
yang diatur yakni Tempat
Pemakaman Umum (TPU),
Tempat Pemakaman Bukan
Umum (TPBU), Tempat Pe-
makaman Khusus, Tempat
Pemakaman Sosial dan
Tempat Pemakaman Kelu-
arga. "Ada banyak hal yang
diatur hamun secara teknis
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komprehensif “sekaligus
mengganti aturan sebelum-
nya yakni Perda 7/1996
yang sudah tidak relevan,”
urainya

Salah satu yang diatur
ialah mekanisme makam
tumpang. Akan tetapi sis-
tem tersebut hanya untuk
TPU lantaran dikelola oleh
pemerintah daerah atau
Pemkot Yogyakarta. Hal ini
karena seluruh TPU milik
Pemkot Yogyakarta yakni

tetap kan aturan
turunan berupa perwal
Perda yang baru ini lebih

P a, Sasanalaya,
Sarilaya, dan Utaralaya,
kondisinya sudah penuh.
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si penyelenggaraan pemakaman.

bersama regula-

tas, Komisi C Kawal Layanan Pem

Dirinya pun menjabar-
kan, sesuai regulasi yang
kini tengah dimintakan no-
mor register ke provinsi, sis-
tem makam tumpang hanya
bisa dilakukan oleh jenazah -
yang memiliki hubungan
keluarga. Jika tidak ada hu-
bungan keluarga maka
harus memiliki izin tertulis
dari ahli waris jenazah yang
akan ditumpangi. Selain itu
jarak tumpang pun diatur
dengan permukaan tanah
paling rendah satu meter.
“Makam tumpang juga baru
bisa dilakukan di atas jena-
zah yang sudah dimakam-
kan paling singkat tiga ta-
hun. Ini menjadi solusi kare-
na seluruh TPU sudah pe-
nuh,"imbuhnya.

Dengan sistem makam
tumpang, jika dikalkulasi
maka kondisi TPU Kota
Yogyakarta bisa memenuhi
kebutuhan hingga sekitar
3,5 tahun ke depan. Pema-
kaman di TPU juga tidak
dikenai biaya bedah bumi
lantaran sudah menjadi
satu rangkaian dari pelaya-
nan pemerintah di bidang
pemakaman. Bahkan kon-
disi pemakaman juga bakal
diperindah dengan rerum-
putan guna menghindari
kesan seram

Terkait pengadaan la-
han, dalam perda itu juga
sudah dicantumkan untuk
kebutuhan TPU, tempat pe-
makaman sosial, kremato-
rium dan tempat penyimpa-
nan abu jerrazah. Sehingga
Pemkot Yogyakarta sudah
bisa melakukan perenca-
naan pengadaan lahan ba-
ru untuk pemakaman. Ter-
utama dengan ' berkoordi-
nasi dengan daerah lain
lantaran kondisi lahan di
dalam kota sudah sangat
terbatas. Apalagi dalam
pasal 24 sudah dican-
tumkan jika pemerintah da-
erah bisa melakukan kerja
sama baik untuk penye-
diaan lahan atau penge-
lolaan TPU. "Harapannya
Pemkot bisa segera men-
jalin komunikasi untuk ren-
cana pengadaan lahan ba-
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ru. Tentunya itu juga perlu
didukung dengan perwal,”
tandasnya,

Sedangkan menyang-
kut digitalisasi administrasi,
dalam perda sudah diama-
natkan agar Pemkot melalui
OPD teknis segera menyi-
apkan sistem informasi pe-
makaman. Terutama me-

akaman
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Jajaran pansus DPRD Kota Yogyakarta pembahas regu-
lasi meninjau kondisi pemakaman.

muat perihal informasi
ketersediaan petak makam,
pelayanan perizinan pema-
kaman, dan data jenazah
Sistem informasi tersebut
cukup penting agar memu-
dahkan ahli waris atau
masyarakat umum yang
hendak mengakses petak
pemakaman. (Dhi)

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Netral

Biasa

Untuk Diketahui

1. Bagian Tata Pemerintahan

2. Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan
Transmigrasi

3. Bagian Kesgjahteraan Rakyat
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